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KEPALA DESA GABUSBANARAN
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA GABUSBANARAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

denupmbang :

engingat

. Peraturan Menteri Dal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GABUSBANARAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Dacrah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa, pc:[u m:nfmpkan Peraturan Desa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5493},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoer 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia Nomor

56749);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S717);
am Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data

Profil Desa/Kelurahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
(Berita Negara

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Daerah Tertinggal

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
2015 tentang Pedoman

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan



Laokal Bersknln Desa (Berita Negura Republik  [ndane
Tahun 2015 Nomor 158); -

+ peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g7 Tahun 205
jentang Pengangkatan dan  Pemberhentian Kepala f'.h_-:w:
(Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2016 MNestmear 4);

g Peraturan Menteri Dalam Negenl Nomor B3 Tahun 2015
wentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dess
Beritn Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Sk :

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Diesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Namor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Kepala Desa, Perangkal Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 1/D);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomar 2 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);

12, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 3/Dy);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa [Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D):

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GABUSBANARN
dan
KEPALA DESA GABUSBANARAN,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISAS] DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Desa adalah desa Gabusbanaran

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3, Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan  rumah  tangga  Desanya  dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

—




tugns Kepaln  Desa dalam pelaksanasn kebiiakan vaarg

diwandahi dalam bentuk pelaksana teknis  don ursuy

kewilaynhan
gtaf Desa adalah unsur pembantu Kepals Urysarn Ao

] :
Kepalan Scksi yang melaksanakan tugas tertenty diangiar

dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Erputuﬂ-ﬂ;;.

Repala Desa

pusun adalah bagan wilayvah dalam Dess dengan batas-

hatas YIng j*El.HEiI dan merupakan lingkungan  keria

pelaksanaan pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa vang selanjutnyva disebun

BPD adalah BPD Gabusbanaran -

.

=l

BAB 11
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2
(1) Organisasi Pemerintah Desa terdini dari:
a. Kepala Desa;

b, Perangkat Desa
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiss

ALAS |
a. Sekretaris Desa;
b. Pelaksana Teknis; dan
¢, Pelaksana Kewilayahan.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2)
berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa,

Pasal 3

(1) Sekretanis Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
{2) huruf a dibantu oleh:
a, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan; dan
¢. Kepala Urusan Perencanaan.
(2] Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

avat [2) hurufl b, terdiri dan:
d. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan ;
b. Kepala Seksi Kesejahteraan;
{3] Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf ¢, terdiri dar:
a. Kepala Dusun Bulak-banaran;
b. Kepala Dusun Gabus-karangkendal;

BAB II1
KEDUDUKAN
Pasal 4

{1} Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pl:rq-:ﬁntah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

(2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat
Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sckretanat
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Krpala [Dusun berkedudukan scbagnl unsur pembanT
Kepala Desa pr bagni satuan TUgns eewd linyn buarn

suir pelnksans tekriis

Eepala Seksi e palcan un

BARB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Kepala Desa bertugas menyelengearakan Pemeriniahan
Desa, melaksanakan pembangunar, pembinasn
kat

pcmberdayaan MASYATL
ud pada

gas sebagaimanit dirnaks
fungsi-fungs: e DAl

kemasyarakatan, dan

Untuk melaksanakan fu

ayat (1) Kepala Desa memiliki

berikut:

menvelenggarakan Pemerintahan Desa, scpertl tata
penctapan peraturar di desa,

B
praja Pemerintahan,
masalah  pertanahan, pembinaan

pembinaan
ketentraman  dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

seperti pembangunan

b melaksanakan pembangunan,
sarana prasarans perdesaan,
bidang pendidikan, keschatan.

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakst, partisipasi

arakat, sosial budaya masyarakat, keagamaarn,
dan ketenagakerjaan.

d. pemberdayaan masyarakat, seperti fugas sosialisasi
dan motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaar
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang Laruna.

hubungan kemitraan dengan lembaga

e~ menjaga
masyarakat dan lembaga lainnya

dan pembangunan

Pasal 6

Sekretaris Desa bertugas mem

bidang administrasi pemerintah

Urusan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1), Sekretans Desa mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan scpert tata
naskah, administrasi sural menyurat, arsip, dan
ekspedisi.

b. melaksanakan urusan umum seperti  penataan
adsministrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penylapan rapat,

inistrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.

c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi  keuangan, administrasi  sumber-

sumber pendapatan dan pengeluaran,

bantu Kepala Desa dalam
an dibantu oleh Kepala
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(2)

(1)
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mdministras e e, dlnn jdmnisLras
penghasilan Kepala Desa, Perangkal Desa, BPD, dan
lembagn pemerintahan desa lninnya.

melaksanakan LITLLSa e FEC T pepert
menyusun rencana anggaran pendapatan  dan
belanja  desa, menginventarisic data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam

pelaksanaan tugas di wilayahnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:

.

ketertiban,
masvarakat,
dan

pembinaan ketentraman dan
pelaksanaan upaya  perlindungan
mobilitas  kependudukan, dan penataan
pengelolaan wilayah.

mengawasi pelaksanaan pembangunan di
wilayahmya.

melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan  kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Pasal B

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagal
pelaksana tugas operasional.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai

fungsi:
H

Kepala secksi pemenntahan mempunyai fungsi
melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan,  penataan  dan
pengelolaan  wilayah, seria pendataan dan
pengelolaan Profil Desa.

Kepala Seksi Kesejahtersan dan Pelayanan mem-
punyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana
saranga perdesaan, pembangunan mdang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna dan memiliki
fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masya-
rakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
i nilai sosial budaya masyarakat,

pelestarian
keagamaan, dan ketenagakerjaan,



BABR WV
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawnhannys Masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bag
pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 10
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantium
pada Lampiran yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan
dan Peraturan Desa mi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

FEﬂﬂﬂ'ElﬂDeﬂinimuIaiherlalﬂlpndﬂmﬂE!ﬂd
Orang mengetahuinya,

memerintahkan

Agar SeTLa
Ptmmmnncsamidal&mumhnmnnmmch
Sekretans Desa.




BERITA ACARA

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017

Pada Har im Senin Tanggal Tiga Pulubh  Bulan Januart Tahun Dua Fbo Topb
Belas, kami yang bertanda tangan dibawah i o--—- — -

L. AKBAR RAYA TOMA AMd - KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama
Pemerintah Desa Gabushanaran
sclanjutnys dischut sehagai PIHAK PERTAMA —

. ABDULLAH SHUBUR A Ma - KETUA BPD Desa CGabushanarsn
{ Yonatan DS ) . WAKIL KETUA BPD Desa Gabusbanaran
selanjuinya disebut sebagai PIHAK KEDUA—

1FiHAHFEETﬁH&danHHAKEEJUAtdnhm:mhhH:hn
SUSLUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017 —

i Buimmhﬂdimdandimndﬂmpniluhhtnduhd-hﬁhﬂrmﬂ:p

Demikian
2 |dua) untuk dapat dipergunakan sehagaimana mesunya
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